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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Kanwil Kemenkumham Jateng, Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Semarang, Klaster Batik Semarang, Batik Semarang. 

 

1. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa 

Tengah 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa 

Tengah adalah badan vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia yang melapor dan bertanggung jawab kepada Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kanwil 

Kemenkumham Jateng memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas pokok 

dan fungsi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah 

provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku50. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kanwil Kemenkumham 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Melakukan koordinasi perencanaan, pengelolaan program,  pelaporan. 

b) Memberikan pelayanan administrasi hukum umum, HAKI dan sosialisasi 

hukum. 

c) Memfasilitasi pengembangan produk hukum, melakukan penyuluhan 

hukum, memberikan bantuan hukum dan konsultasi. 

 
50 https://jateng.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah diakses pada tanggal 28 

Februari 2022 pukul 22.01. 

https://jateng.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah
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d) Melakukan koordinasi pelaksanaan operasional dibidang keimigrasian 

dan bidang pemasyarakatan. 

e) Memberikan pelayanan untuk mewujudkan penegakan hak asasi 

manusia. 

f) Melakukan urusan administrasi di area Kantor Wilayah51. 

Demi mewujudkan kinerja yang optimal Kanwil Kemenkumham 

Jateng memiliki Visi, Misi dan tata nilai. Visi tersebut adalah “Masyarakat 

Memperoleh Kepastian Hukum”. Misi Kanwil Kemenkumham Jateng 

terbagi menjadi 6 (enam), yaitu: 

a) Menetapkan peraturan dan hukum yang berkualitas. 

b) Memberikan pelayanan hukum yang baik. 

c) Memberikan penegakan hukum yang adil. 

d) Mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia. 

e) Memberikan pelayanan administrasi hukum dan Hak Asasi Manusia 

f) Menciptakan aparatur yang profesional dan berintegritas52. 

Kementrian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai dengan 

istilah “P-A-S-T-I”, yang artinya: 

a) Profesional yaitu bekerja keras demi mewujudkan tujuan organisasi 

melalui pengusaan bidangnya dan berintegritas. 

b) Akuntabel: kegiatan yang berkaitan dengan operasional pemerintah dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

 
51 Ibid. 
52 Ibid. 



51 

 

c) Sinergi: Upaya membangun dan mengamankan kemitraan yang produktif 

dan kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk 

menemukan dan menerapkan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas 

tinggi. 

d) Transparan: Menjamin akses bagi setiap orang untuk mendapatkan 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. 

e) Inovatif: Mendukung dan memfasilitasi kreatifitas untuk selalu 

melakukan pembaharuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya53. 

Kanwil Kemenkumham Jateng memberikan 3 pelayanan Hukum bagi 

masyarakat yaitu Pelayanan Hukum Umum, Keimigrasian dan 

Pemesayaratan. Pelayanan Hukum Umum terdiri dari: 

a) Panduan Penggunaan AHU Online 

b) anduan Kekayaan Intelektual 

c) Kewarganegaraan 

d) Layanan Balai Harta Peninggalan Semarang 

Pelayanan Keimigrasian terdiri dari: 

a) Aplikasi Pelaporan Orang Asing 

b) Layanan Untuk WNI 

c) Layanan Untuk WNA 

d) SOP Ahli Status ITAS ke ITAP 

e) SOP ALIH ITK KE ITAS 

Pelayanan Pemasyarakatan terdiri dari: 

 
53 Ibid. 
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a) Layanan Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan 

b) Layanan Bidang Kemanan dan Ketertiban 

c) Layanan Bidang Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan 

d) Layanan Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak 

e) Layanan Bidang Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara 

f) Layanan Bidang Informasi dan Komunikasi54. 

Demi kelancaran saat menjalankan tugas Kanwil Kemenkumham 

Jateng membagi jobdesk menjadi 4 (empat) divisi yaitu Divisi Administrasi, 

Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan 

HAM. Lebih lengkapnya tertuang dalam struktur organisasi Kanwil 

Kemenkumham Jateng di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 Ibid. 
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Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kanwil Kemenkumham Jateng 

 

Sumber: https://jateng.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi  

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang 

Berdasarkan ketetapan MPR No. IV tahun 1973 bahwa dalam bentuk 

usaha peningkatan keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan 

sektoral dan pembangunan daerah diperlukan perencanaan yang 

menyeluruh, terarah dan terpadu. Maka diperlukan pembentukan badan 

yang melakukan tugas khusus dalam perencanaan pembangunan daerah 

sesuai Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah yang di seluruh Indonesia. Kemudian 

Keputusan Presiden tersebut disatukan dengan Peraturan Pemerintah 

https://jateng.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi
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Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah55. 

Peran yang dimiliki Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) sangat 

penting dalam perencanaan daerah. Sebab lembaga tersebut bertanggung 

jawab atas pelaksaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya. 

Bappeda merupakan badan khusus yang langsung beradda dibawah dan 

bertanggung jawab kepada daerah. Bappeda merupakan Satuan Perangkat 

Kerja Daerah yang disingkat SKPD dan organisasi perangkat daerah 

keberadaannya untuk menunjang Pemerintah melakukan perencanaan 

pembangunan daerah56. 

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang saat 

ini menunjukan kemajuan dalam pembangunan berbagai sektor di wilayah 

Kota Semarang. Perkembangan ini berdampak pada meningkatnya 

kunjungan wisatawan dan perekonomian di Kota Semarang. Tentu 

perkembangan pesat ini dapat terjadi karena Pemerintah Kota Semarang 

gencar melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dibeberapa sektor 

antara lain yaitu sektor sumber daya manusia, sektor transportasi dan sektor 

pengolahan energi terbarukan. Selain itu kinerja Pemerintah Kota Semarang 

dan badan-badan khusus yang membantu pembangunan daerah bekerja 

optimal.  

 
55 Guzti Zulkarnain Tompo, Andi Kau Kadir, A. Murfhi, 2012, Analisis Peranan Bappeda Dalam 

Pembangunan di Kabupaten Jeneponto, Government : Jurnal Pemerintahan, Vol. 5 No. 1, hlm. 
10. 

56 Ibid. 
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang 

instansi yang bertugas menjalankan visi dan misi Pemerintah Kota 

Semarang. Berdasarakan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 

14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kota 

Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yaitu 

“Badan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan”. Kemudian  berdasarkan Pasal 4 Peraturan 

Walikota Semarang Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang tugas Bappeda adalah 

“membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan 

Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang 

menjadi kewenangan daerah. Berikut struktur organisasi Bappeda Kota 

Semarang: 

 

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Bappeda Kota Semarang 

 

 

Sumber : https://bappeda.semarangkota.go.id/struktur-organisasi-bappedda  

https://bappeda.semarangkota.go.id/struktur-organisasi-bappedda
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Berdasarkan bagan tersebut setiap bagian memiliki tugas masing-

masing yang dijelaskan pada Pasal 6-47 Undang-Undang Nomor 86 tahun 

2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kota Semarang. Untuk menjalankan tugasnya, Fungsi Bappeda tercantum 

dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 86 tahun 2016 tentang tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan 

Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang 

berbunyi: 

a) Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial 

dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang 

Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang 

Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan 

Bidang Penelitian dan Pengembangan. 

b) Perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Walikota 

c) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program 

dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan, 

Sosial dan Budaya, Bidang perencanaan Perekonomian, Bidang 

Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang 

Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan 

Bidang Penelitian dan Pengembangan. 

d) Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggung 

jawabnya. 

e) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai. 

f) Penyelenggaraan kerjasama Bidang Perencanaan Pemerintahan, 

Sosial dan Budaya, Bidang perencanaan Perekonomian, Bidang 

Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang 

Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan 

Bidang Penelitian dan Pengembangan. 

g) Penyelenggaraan kesektariatan Bappeda. 

h) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perencanaan 

Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang perencanaan 

Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan 

Pengembangan. 

i) Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai. 
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j) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 

Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang 

perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan 

Pengembangan. 

k) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan 

l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Penjelasan sempit fungsi dan tugas Bappeda yang utama yaitu 

berfungsi sebagai koordinator dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Sedangkan tugas Bappeda yaitu sebagai penyusun perencanaan 

penganggaran sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai 

pelaksana kegiatan, mengawal dan memastikan terlaksananya kegiatan 

berdasarkan visi dan misi yang terpilih yang dilaksanakan oleh Oorganisasi 

Perengkat Daerah (OPD) maupun non Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Bappeda menyusun agenda kegiatan dari visi dan misi yang terpilih sesuai 

janji politik Kepala Daerah terpilih57.  

3. Klaster Batik Semarang 

Klaster Batik Semarang merupakan Organisasi yang menangungi 

pelaku usaha atau industri batik di Kota Semarang. Klaster Batik Semarang 

dibentuk untuk menciptakan kestabilan ekonomi perindustrian batik di Kota 

Semarang. Klaster Batik Semarang dibentuk pada tahun 2006. Melihat 

usaha mikro di Kota Semarang yang tidak berkembang dan bahkan hampir 

mati, Pemerintah Kota Semarang kemudian membentuk klaster industri 

 
57 Wawancara Bapak Daru Adityas, Subkoordinator Perencanaan Dunia Usaha Bappeda Kota 

Semarang, pada 3 Januari 2021 pukul 10.10 WIB. 
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yang dikelompokakan berdasarkan jenis usahanya, salah satunya Klaster 

Batik Semarang.  

Pembentukan Klaster Batik Semarang berdasarkan amanat Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah 

Kota Semarang mengimplementasikann isi peraturan tersebut dengan 

pembentukan pembinaan usaha mikro58. 

Pembentukan Klaster Batik Semarang bertujuan untuk menghimpun 

dan memberdayakan potensi sumber daya ekonomi agar meningkatkan daya 

saing pengrajin batik di Kota Semarang. Klaster Batik Semarang memiliki 

visi misi menumbuhkan potensi ekonomi Batik Semarang dan mendapatkan 

strategi pemasaran batik yang inovatif. Harapannya Industri batik di Kota 

Semarang menciptakan strategi pemasaran produk yang tepat melalui 

kreativitas dan inovasi jaringan pasar terkini. 

Pelaku usaha atau industri batik yang tergabung Klaster Batik 

Semarang berkegiatan memberikan proyeksi diskusi dan workshop antar 

anggota, mencari inovasi baru supaya permintaan masyarakat terhadap batik 

semakin meningkat59. Untuk melaksanakan program-program kerjanya, 

Klaster Batik Semarang membentuk tim yang untuk menjalankan dan 

menjadikan program kerja yang sudah bentuk bersama berjalan dengan 

baik. Organisasi Klaster Batik Semarang terdiri dari “Ketua, Wakil Ketua, 

 
58 Heru Wahyu Pratama, 2019, Skripsi: Strategi Pengembangan Pemasaran Cluster Batik 
Semarang, Semarang, Universitas Semarang, hlm. 6. 
59 Ibid. Hlm. 8. 
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Sekretaris, Bendahara, Bidang Sumber Daya Manusia, Bidang Pameran, 

Bidang Humas, Bidang Sosial dan Rohani, Bidang Permodalan”60. 

Hingga pada tahun 2022, terdapat sekitar 30an pelaku usaha batik 

yang terdaftar sebagi anggota Klaster Batik Semarang. Keorganisasian 

Klaster Batik Semarang melakukan pergantian setiap dua tahun sekali61. 

Periode pertama Klaster Batik Semarang diketuai oleh Ibu Siti Khalifah 

selama satu peridoe, lalu periode berikutnya diketuai oleh Ibu Nofianah 

selama dua periode. Setelah itu dari tahun 2015 hingga sekarang Klaster 

Batik Semarang di ketuai oleh Bapak Joko Sunarto. 

4. Batik Semarang 

Semarang salah satu daerah yang memiliki jenis batik yaitu batik 

semarang atau yang lebih kenal dengan batik semarangan. Batik Semarang 

adalah batik yang diproduksi oleh orang atau warga Kota Semarang, di Kota 

Semarang, dengan motif atau icon-icon Kota Semarang62.  

Sejarah batik Semarang berawal dari terbentuknya kampung bubakan 

pada masa pemerintahan Semarang kuno. Kampung bubakan salah satu 

daerah Jurnatan yang artinya juru nata (Pejabat Kerajaan) karena menjadi 

kawasan tempat tinggal sang juru nata. Pada saat itu Kampung Bubakan 

menjadi daerah tempat tinggal pengrajin batik dan sentra pengrajin batik di 

Kota Semarang. Kini Kampung Bubukan bernama Kampung Batik.  

 
60 Wawancara Ibu Sita Khalifah, Anggota Klaster Batik Semarang, pada tanggal 12 Januari 2022 
pukul 10.30 WIB. 
61 Wawancara Ibu Sita Khalifah, Anggota Klaster Batik Semarang, pada tanggal 12 Januari 2022 

pukul 10.30 WIB. 
62 Dewi Yuliati, Mengungkap Sejarah dan Motif Batik Semarangan, Op.Cit, hlm. 13. 
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Masa kejayaan Kampung Bubakan sebagai sentra pengrajin batik 

menghilang saat masa penjajahan Jepang (1942-1945). Ketika penjajah 

Jepang datang ke Kota Semarang saat itu Pemerintahan Kota Semarang 

masih dijalankan oleh Belanda, kemudian Belanda menginstruksi warga 

Kota Semarang membakar seluruh pusat ekonomi di Kota Semarang 

termasuk Kampung Bubakan, meskipun tidak semua kawasan Kampung 

Bubakan terbakar. Pertempuran Lima Hari pada tanggal 15-19 Oktober 

1945 di Kota Semarang semakin memburuk keadaan yang berimbas pada 

kegiatan membatik/produksi batik. Pembakaran kawasan ekonomi di Kota 

Semarang saat itu mengakibatkan produksi batik di beberapa pabrik 

terhenti, namun saat itu masih ada pabrik yang masih bisa berproduksi salah 

satunya yaitu Tan Kong Tien Batikkerij.  

Pabrik batik Tan Kong Tien Batikkeriij masih dapat beroprasi sampai 

tahun 1970-an. Setelah itu perusahaan ini berhenti beroprasi karena tidak 

ada generasi yang menjalankan pabrik tersebut. Pabrik-pabrik batik di 

Semarang saat itu sebagian besar pemiliknya orang Cina, hanya 2 (dua) 

pabrik yang dimiliki orang jawa. Pada tahun 1952 tercatat ada beberapa 

pabrik batik di Semarang yaitu: 

a. Perusahaan Batik “Oei Tiong Djioe” beralamat di Jl. Mataram No. 235 

b. Perusahaan Batik “Tan Khoen Sioe” beralamat di Jl. Karangtempel 167 

c. Perusahaan Batik “Tan Ping Hoei” beralamat di Jl. Widoharjo 33 

d. Perusahaan Batik “The Bik Liem” berlamat di Jl. Bulu No. 6 

e. Perusahaan Batik “Tjin San” beralamat di Jl. Poncol 180 
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f.   Perusahaan Batik  “Trimargo” beralamat di Jl. Poncol 188 

g. N.V Batik Trading Coy berlamat di Jl. Purwodinatan Tengah No. 1863. 

Berdasarkan daftar pabrik tersebut Perusahaan Batik Trimargo dan 

N.V Batik Trading Coy pemiliknya merupakan orang jawa. Maka dari itu 

tidak mengherankan jika motif dan corak batik Semarang dipengaruhi oleh 

warna dan motif-motif Cina. 

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda batik dibedakan menjadi dua 

kategori yaitu batik Kerajaan atau Keraton (batik Vorstenlanden) dan batik 

pesisir. Batik Semarang merupakan kategori batik pesisir atau disebut batik 

pesisiran karena letak geografis Semarang berada di pesisir utara Jawa. 

Batik pesisir mempunyai ciri khas yang natural pada motifnya hal ini 

menggambarkan sifat masyarakat pesisir utara Jawa yang bebas, terbuka 

dan fleksibel. Sebaliknya motif batik keraton menggambarkan simbol-

simbol, aturan dan norma yang berlaku dikeraton64. Karena masyarakat 

pesisir utara Jawa karakternya terbuka dan tidak memiliki aturan yang tetap 

mengenai pembuatan motif batik, budaya dari bangsa-bangsa lain ikut 

mempengaruhi motif-motif batik pesisir utara Jawa. 

Pada tahun 1840 perusahaan Belanda yang didirikan oleh Carolina  

Josephina von Franquemont memindahkan pabriknya dari Surabaya ke 

Semarang. Batik Belanda awalnya diproduksi khusus untuk masyarakat 

belanda dan Indo-Belanda. Seiring berjalannya waktu batik Belanda 

berkembang pesat dan dapat digunakan oleh masyarakat diuar Belanda. 
 

63 Titiek Suliyati, Dewi Yuliati, Pengembangan Motif Batik Untuk Penguatan Identitas Budaya 
Semarang, Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vo;. 4 No. 1, 2019, hlm. 66. 

64 Ibid. 
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Keberadaan pabrik belanda di Semarang menginspirasi orang-orang Cina 

membuat batik dengan motif berlatar belakang budaya mereka.  

Ciri dasar batik Semarang  adalah warnanya yang cerah dan eye-

catching. Motif batik Semarang tidak mengikuti aturan baku, karena 

mengikuti ide pencipta dan kebebasan berkreasi. Tujuan utama pembuatan 

batik pada saat itu adalah untuk penggunaan pribadi maka dari pengrajin 

mengekspresikan kreativitas semaunya mereka65. Motif Batik Semarang 

sifatnya natural dan realistis menggambarkan flora dan fauna serta 

bangunan dan bukit. 

Secara umum motif batik Semarang  tidak jauh berbeda dengan motif 

batik lainnya di wilayah pesisir utara Jawa. Namun batik Semarang 

memiliki pembeda dengan batik  pesisir utara lainnya di Jawa. Batik 

Semarang memiliki  warna dasar jingga kemerahan yang khas. Motif batik 

Demak lebih dominan warna dasar coklat muda, sedangkan motif batik 

Kudus lebih dominan warna biru66. 

Motif batik Semarang yang pertamadiketahui yaitu motif burung 

merak berlatar belakang pohon bambu dan perbukitan. Motif ini 

dipengaruhi budaya Cina. 

 

 

 

 

 
65 Ibid, hlm. 67. 
66 Ibid. 
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Gambar 1. Batik Motif Merak Semawis 

 

 

Sumber: Dewi Yuliati, Mengungkap Sejarah dan Motif Batik 

Semarangan, Paramita Vol. 20 No. 1, Januari 2010 
 

Motif batik yang diproduksi oleh Tan Kong Tien Batikkerij 

merupakan campuran dengan motif batik Yogya dengan batik Semarang. 

Hal ini merupakan perpaduan budaya karena keluarga pemilik pabrik 

tersebut campuran orang Yogyakarta dan Semarang. Produk batik yang 

diproduksi oleh Tan Kong Tien Batikkerij motifnya mengekspresikan antara 

motif batik Yogya, Motif batik Cina dan Motif batik Belanda. 

Warna dasar batik yang di produksi Tan Kong Tien Batikkerij 

menggunakan warna yang cerah seperti hijau, biru, ungu dan merah. Warna-

warna tersebut merupakan ciri batik pesisir. Tidak seperti warna dasar batik 

Yogya yang menggunakan warna dasar yang gelap. 

Gambar 3. Batik Motif Puspita Sari 

 

 
 

Gambar 4. Batik Motif Cempaka Rukmi 
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Gambar 5. Batik Grinsing Amengku Bumi 

 

 
 

Sumber: Dewi Yuliati, Mengungkap Sejarah dan Motif Batik 

Semarangan, Paramita Vol. 20 No. 1, Januari 2010 

 

Pada tahun 1970-an batik Semarang kembali menunjukan 

eksistensinya setelah lama menghilang. Produksi batik Semarang mulai 

menggunakan alat dan motif yang lebih modern. Pembuatan batik modern 

bersifat bebas tidak seperti pembuatan batik tradisional yang harus sesuai 

dengan aturan67.  

Penggunaan warna batik modern adalah warna-warna kontemporer 

dan lebih mencolok ketimbang warna batik tradisonal yang masih 

menggunakan warna alami. Peralatan yang digunakan batik modern relatif 

sama dengan peralatan batik tradisonal yaitu masih menggunakan canting 

dan cap. 

 
67 Ibid, hlm. 68 
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Sebagai batik modern motif batik Semarang lebih bervariasi. Motif 

batik Semarang terinspirasi dari aktivitas budaya, landmark Kota Semarang 

dan tokoh legendaris Semarang, Motif-motif tersebut antara lain: 

a) Warak Ngendog dan motif Pandan Arang yang diciptakan oleh Neni 

Asmarayani. 

b) Landmark Kota Semarang seperti Tuga Muda, Jembatan Mberok dan 

Pasar Ya’ik yang diciptakan oleh pabrik batik Sri Retno68. 

Pada tahun 2005 Perusahaan Batik Semarang 16 yang di dirikan oleh 

Umi. S. Adi Susilo berupaya membangkitkan lagi produksi batik Semarang, 

Batik Semarang 16 melakukan pelatihan-pelatihan batik di Kota Semarang. 

Batik Semarang 16 melakukan inovasi baru pada motif-motif batik 

Semarang dengan menciptakan motif-motif baru yang bervariasi. Motif 

ciptaannya dibagi menjadi beberapa kategori yaitu: 

a) Motif yang menampilkan landmark Semarang. 

b) Motif yang menampilkan sejarah Semarang. 

c) Motif yang menampilkan kuliner khas Semarang. 

d) Motif flora dan fauna69. 

Batik Semarang 16 Mengembangkan produksi batiknya dengan 

mengkombinasikan motif klasik dan kontemporer. Kini motif-motif batik 

yang dikembangkan Batik Semarang sudah banyak yang terdaftar di 

Direktoral Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) guna memperoleh 

perlindungan hak kekayaan intelektual. Inovasi yang dilakukan Batik 

 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
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Semarang 16 dengan pengembangan motif-motif batik Semarang berhasil 

menaikan pamor batik khas Semarang. 

B. Pengaturan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap warisan 

budaya batik Semarang 

Indikasi Geografis sangat penting untuk menjaga persaingan komersial 

yang sehat. Indikasi Geografis tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga 

melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan industri dalam negeri. 

Pengaturan Indikasi Geografis sebelumnya diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang namun ketentuan tersebut belum dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang Indikasi Geografis serta belum 

cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional maka 

ketentuan tersebut di ganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Peranan Pemerintah Daerah sangat penting dalam mengupayakan 

perlindungan Indikasi Geografis barang atau produk di daerah tersebut. 

Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi potensi Indikasi Geografis di daerah 

tersebut. Pemerintah Daerah harus memberikan kepastian hukum dan 

meningkatkan pelayanan bagi perkembangan perkembangan perekonomian di 

daerah tersebut. Untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis harus 

mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis kepada Menteri, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis permohonan yang berbunyi: 

e) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh 

Menteri 
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f) Untuk memperoleh perlindungan sebagimana dimaksud pada Ayat 

(1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan 

kepada Menteri. 

g) Pemohon sebagimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan: 

1) Lembaga yang mewakili masyarakat dikawasan geografis tertentu 

yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: 

4) Sumber daya alam 

5) Barang kerajinan tangan; atau 

6) Hasil industri. 

2) Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. 

h) Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan 

penarikan kembali sebagaimana di atur dalam Pasal 14 sampai dengan 

Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan 

pendaftaran Indikasi Geografis. 

 

Pembentukan lembaga masyarakat pemohon Indikasi Geografis harus 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah. Kelembagaan masyarakat 

pemohon Indikasi Geografis terdiri dari: 

1. Pelaku usaha  

2. Kepala Daerah. 

3. Dinas-dinas atau unit kerja pemerintah. 

4. Pakar dan atau pelaku yang terkait dalam mengembangkan produksi dan 

pemasaran produk Indikasi Geografis. 

Umumnya lembaga pemohon Indikasi Geografis menggunakan nama 

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), tetapi bisa menggunakan 

nama lain seperti Asosiasi, Badan Hukumdan Lembaga. Lembaga tersebut 

wajib didaftarkan ke notaris agar lembaga tersebut dapat mengelola dengan 

bebas menajalankan manajemen, keuangan kelembagaan dan kegiatan bisnis. 

Pemerintah Daerah di haruskan melakukan pembinaan Indikasi Geografis 

sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang 



68 

 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan 

“Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan Pemerintah Pusat dan/atau 

Pemerintah Daerah sesuai dengan  kewenangannya”. Pembinaan Indikasi 

Geografis tercantum Dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi: 

1. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi 

Geografis. 

2. Permohonan pendaftaran Inidkasi Geografis. 

3. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis. 

4. Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis. 

5. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis. 

6. Pelatihan dan pendampingan. 

7. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan. 

8. Perlindungan hukum, dan 

9. Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau 

produk Indikasi Geografis. 

 

Untuk mengetahui peranan Pemerintah Kota Semarang dalam 

memberikan perlindungan Indikasi Geografis, Penulis melakukan wawancara 

dengan Bapak Daru Adityas S.T. selaku Subkoordinator Perencanaan Dunia 

Usaha, Bappeda Kota Semarang, beliau mengatakan: 

“Dalam RPJMD terbaru Kota Semarang tahun 2022-2027 perlindungan 

kekayaan intelektual terpilih masuk RPJMD. Sebelumnya dalam RPJMD 

Kota Semarang tidak ada program kerja perlindungan kekayaan 

intelektual. Upaya perlindungan intelektual rencananya baru tertuju 

untuk memfasilitasi perlindungan Merek dan Paten untuk UMKM di 

Kota Semarang. Untuk perlindungan Indikasi Geografis saat ini kita 

belum ada arah kesana”70. 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut perlindungan kekayaan intelektual 

merupakan hal yang baru bagi Pemerintah Kota Semarang. Sebelumnya 

perlindungan kekayaan intelektual belum pernah masuk RPJMD Kota 

 
70 Daru Adityas, Subkoordinator Perencanaan Dunia Usaha Bappeda Kota Semarang, Loc.cit. 
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Semarang. Saat ini Pemerintah Kota Semarang belum memberikan kepastian 

hukum untuk perlindungan Indikasi Geografis di Kota Semarang. 

Untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis terhadap batik 

Semarang harus mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis 

terlebih dahulu. Penulis kemudian menanyakan upaya Pemerintah Kota 

Semarang menjadikan batik Semarang sebagai Indikasi Geografis, berdasarkan 

hasil wawancara dengan Bapak Daru Adityas, S.T. selaku Subkoordinator 

Perencanaan Dunia Usaha, Bappeda Kota Semarang. Beliau mengatakan: 

“Terkait peraturan mengenai Indikasi Geografis kita saat ini belum ada 

mengarah kesana. Selama ini belum pernah membahas Indikasi 

Geografis. Kita saat ini juga belum mengerti dengan Indikasi Geografis. 

Untuk memfasilitas perlindungan Indikasi Geografis terhadap batik 

Semarang kita belum ada.”71.  

 

Jadi saat ini Pemerintah Kota Semarang saat ini belum menatapkan 

peraturan perundang-undangan tentang perlindungan Indikasi Geografis di 

Kota Semarang. Mengenai peraturan perlindungan Indikasi Geografis terhadap 

batik Semarang sebagai juga belum ada. Dalam program kerja Pemerintah 

Kota Semarang saat ini  juga tidak ada upaya melakukan perlindungan Indikasi 

Geografis terhadap batik Semarang.  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menurut Penulis Pemerintah Kota 

Semarang belum menetapkan suatu peraturan perundang-undangan mengenai 

Indikasi Geografis. Dalam program kerja Pemertintah Kota Semarang tidak 

memuat perlindungan Indikasi Geografis. Karena itulah Pemerintah Kota 

Semarang saat ini belum melakukan upaya perlindungan Indikasi Geografis. 

 
71 Daru Adityas, Subkoordinator Perencanaan Dunia Usaha Bappeda Kota Semarang , Loc.cit. 
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Pemerintah Kota Semarang terlihat masih kurang serius dan belum memiliki 

tujuan  untuk melakukan perlindungan Indikasi Geografis.  

Pemerintah Kota Semarang belum sadar hukum terkait Indikasi 

Geografis, Indikasi Geografis dapat dikembangkan untuk melindungi produk 

masyarakat lokal. Produk-produk ini umumnya tidak dinamai menurut nama 

individu, melainkan berdasarkan tempat  asal  produk yang  dilindungi oleh 

indikasi geografis. 

Seharusnya Pemerintah Kota Semarang memberikan kepastian hukum 

Indikasi Geografis guna melindungi dan menyejahterakan masyarakat. Untuk 

melindungi batik Semarang perlu didukung oleh Pemerintah Kota Semarang 

dengan suatu perundang-undangan di bidang Indikasi Geografis. Namun saat 

ini Pemerintah Kota Semarang belum menetapkan peraturan perundang-

undangan di bidang Indikasi Geografis di Kota Semarang. 

Secara normatif aturan Indikasi Geografis sudah cukup baik. Namun 

permasalahannya Pemerintah Kota Semarang belum melaksanakan ketentuan-

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. Seharusnya Pemerintah Kota Semarang melakukan 

Perlindungan Indikasi Geografis sesuai dalam peratutan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis demi 

menyejahterakan masyarakat Kota Semarang. Semestinya Pemerintah Kota 

Semarang melakukan pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi 

Geografis yang ada di Semarang dan melakukan upaya perlindungan Indikasi 

Geografis.  
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Pemerintah Kota Semarang pada 2006 telah membentuk organisasi 

Klaster Batik Semarang, organisasi tersebut adalah Organisasi yang 

menangungi pelaku usaha atau industri batik di Kota Semarang. Klaster Batik 

Semarang dibentuk untuk menciptakan kestabilan ekonomi perindustrian batik 

di Kota Semarang. Namun organisasi tersebut sampe saat ini belum berbadan 

hukum oleh karena itu organisasi Klaster Batik Semarang belum memenuhi 

aspek sebagai pemohon Indikasi Geografis. Jadi untuk saat ini Pemerintah 

Kota Semarang yang bisa mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi 

Geografis terhadap batik Semarang. 

Menurut Bapak Mahdya Isyah Putra Sihite, S.H. selaku Pelaksana 

Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jateng, 

alasan kenapa saat ini Pemerintah Daerah dan masyarakat masih banyak yang 

belum mengerti tentang Indikasi Geografis. Beliau mengatakan: 

“Masih banyak orang tidak tau bahwa barang atau produk tersebut adalah 

Indikasi Geografis dan Pemerintah Daerah masih banyak yang belum 

mengerti Indikasi Geografis. dikarenakan belum mengangap penting 

perlindungan kekayaan intelektual. Maka dari itu kita mengupayakan 

dengan melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah 

dan komunitas mengenalkan pentingnya perlindungan kekayaan 

intelektual termasuk juga Indikasi Geografis, kita menginformasikan 

manfaat perlindungan Indikasi Geografis seperti Indikasi Geografis dapat 

menaikan nilai jual, jika terdaftar Indikasi Geografis bisa jadi produk 

khas daerah itu, dll”72. 

 

Menurut Penulis batik Semarang berpotensi menjadi Indikasi Geografis 

karena dalam batik Semarang merupakan kerajinan tangan, karajinan tangan 

merupakan salah satu kategori obyek yang dapat dilindungi sebagai Indikasi 

 
72 Wawancara Bapak Mahdya Isyah Putra Sihite, Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual 

Kanwil Kemenkumham Jateng, pada 9 Februari 2022, pukul 11.00. 



72 

 

Geografis. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Seharusnya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang sekarang 

mengajak kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Jateng untuk 

mensosialisasikan Indikasi Geografis kepada masyarakat, aparatur Pemerintah 

Kota Semarang, organisasi perangkat daerah yang terkait dan bekerjasama 

untuk mengupayakan batik Semarang sebagai Indikasi Geografis. 

Selain itu Pemerintah Kota Semarang juga mengajak Kanwil 

Kemenkumham Jateng untuk melakukan Pembinaan Indikasi Geografis di 

Kota Semarang. Jadi Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan Kanwil 

Kemenkumhum untuk mengidentifikasi barang atau produk yang berpotensi 

menjadi Indikasi Geografis. Pemerintah Kota Semarang wajib melindungi 

barang atau produk khas Semarang menajdi Indikasi Geografis demi 

melindungi dan menyejahterakan masyarakat Kota Semarang yang sumber 

mata pencahariannya bergantung pada barang atau produk tersebut. 

Jangan sampai Pemerintah Kota Semarang mulai sadar perlindungan 

Indikasi Geografis setelah terjadi pelanggaran kekayaan intelektual terhadap 

batik Semarang. bisa saja batik Semarang diakui dan dimanfaatkan secara 

ekonomi oleh pihak lain atau daerah lain yang bukan haknya. Sebab itu untuk 

mencegah terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap batik 

Semarang,  Pemerintah Kota Semarang harus melakukan upaya perlindungan 

kekayaan intelektual dengan Indikasi Geografis. Ketidaktahuan Pemerintah 

Kota Semarang terhadap Indikasi Geografis merupakan pokok masalahnya 
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mengapa saat ini belum melakukan upaya perlindungann Indikasi Geografis 

terhadap batik Semarang. 

C. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Batik Semarang 

Dalam Upaya Menyejahterakan Pengrajin Batik Di Kota Semarang 

Syarat dan tata cara pendaftaran Indikasi Geografis di atur dalam BAB 

II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Indikasi Geografis. Syarat permohonan pendaftaran Indikasi 

Geografis diatur dalam Pasal 3 Pemernkumham Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Indikasi Geografis yang berbunyi: 

1. Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2, Pemohon harus mengajukan Permohonan kepada Menteri. 

2. Permohonan diajukan dengan mengisi formular dalam bahasa 

Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya. 

3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan biaya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

4. Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat: 

a) Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan 

b) Nama, dan alamat permohonan 

c) Nama lengkap dan alamat kuasa jika Permohonan diajukan melalui 

Kuasa 

d) Nama Indikasi Geografis 

e) Nama barang dan 

f) Translasi, transliterasi, dan label Indikasi Geografis. 

5. Dalam mengajukan Permohonan sebagimana dimaksud pada Ayat (1) 

harus melampirkan: 

a) Bukti pembayaran biaya permohonan 

b) Label Indikasi Geografis sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ukuran 

paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 

9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter) 

c) Abstrak atau ringkasan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis 

d) Fotokopi sertifikat atau bukti dokumen yang sah mengenai 

pengakuan dan/atau pendaftaran di negara asal apabila merupakan 

Permohonan Indikasi Geografis dari luar negeri 

e) Surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui kuasa 
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f) Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan 

g) Dokumen elektronik untuk huruf b sampai dengan huruf f. 

6. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis sebagimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf f terdiri atas: 

a) Data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan 

pendaftarannya 

b) Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya 

c) Nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis 

d) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan 

barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama 

e) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor 

manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan 

pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari batang yang 

dihasilkan 

f) Uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup 

oleh Indikasi Geografis 

g) Uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan 

dengan produk indikasi geografis untuk menandai barang yang 

dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyrakat 

mengenai Indikasi Geografis tersebut 

h) Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses 

pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga 

memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk 

memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait 

i) Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas 

barang yang dihasilkan; dan 

j) Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis. 

7. Format formulir permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dan 

sistematika penulisan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis 

tercantum dalam Lampiran I yang erupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Perlindungan Indikasi Geografis didapatkan setelah didaftarkan oleh 

pemohon dan disetujui oleh Menteri. Supaya batik Semarang mendapatkan 

perlindungan Indikasi Geografis maka harus melakukan Permohonan 

pendaftaran Indikasi Geografis. Berdasarkan Modul Kekayaan Intelektual di 

bidang Merek dan Indikasi Geografis terdapat beberapa persayaratan 

permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang harus di penuhi oleh 

pemohon sebagai berikut: 
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1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh 

pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dalam 

rangkap 2 (dua). 

2. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa. 

3. Dokumen Deskripsi  

4. Surat rekomendasi dan peta wilayah yang sudah disahkan oleh 

Pemerintah Daerah. 

5. Abstrak/ringkasan. 

6. Label/logo Indikasi Geografis. 

7. Softcopy point 3-6. 

8. Bukti pembayaran tarif melalui Simpaki Rp. 500.000 sesuai dengan 

PP PNBP yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019). 

 

Dokumen Deskripsi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

pemohon. Dokumen Deskripsi merupakan “suatu dokumen yang yang memuat 

informasi, termasuk reputasi, kualitas dan karakteristik barang dan/atau produk 

yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang 

dimohonkan perlindungan Indikasi Geografis”73. 

Setelah melakukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, 

persyaratan yang sudah diajukan oleh pemohon akan dilakukan pemeriksaan 

substantif oleh Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana yang sudah 

ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis yang berbunyi: 

1. Dalam melakukan pemeriksaan subtantif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 Ayat (1), Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan 

penilaian terhadap Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. 

2. Dalam hal melakukan penilaian terhadap Dokumen Deskripsi Indikasi 

Geografis dari dalam negeri dilakukan kunjungan ke lokasi tempat 

dihasilkannya produk Indikasi Geografis tersebut untuk menilai 

kesesuaian antara Dokumen Deskripsi Indikasi Geografisdengan 

kondisi sebenarnya di lokasi 

3. Dalam hal penilaian permohonan telah memenuhi ketentuan 

pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Ahli Indikasi 

 
73 Lihat Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis. 
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Geografis menyampaikan usulan kepada Menteri agar Indikasi 

Geografis dimaksud didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Resmi 

Indikasi Geografis. 

4. Dalam hal permohonan telah memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan keputusan bahwa 

permohonan dapat disetujui untuk didaftarkan dan diumumkan dalam 

Berita Resmi Indikasi Geografis. 

5. Indikasi Geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum. 

 

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang dilakukan dari dalam 

negeri dilakukan pemeriksaan Dokumen Deskripsi kebenarannya dan 

kelengkapan informasinya akan dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Tim 

Ahli Indikasi Geografis. Hasil pembahasan pemeriksaan substantif yang 

dilakukan Tim Ahli Indikasi Geografis dapat berupa: 

1. Jika Dokumen Deskripsi dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, maka permohonan dianggap telah 

disetujui/diusulkan untuk pencatatan. 

2. Jika Dokumen Deskripsi tidak benar dan tidak sesuai dengan dilapangan, 

atau menyerupai indikasi geografis terdaftar secara keseluruhan maka tidak 

dapat disetujui. 

3. Jika penjelasan Dokumen Deskripsi masih belum lengkap, pemohon diminta 

untuk melengkapi Dokumen Deskripsi yang diajukan. 

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis tidak dapat dilakukan dan 

ditolak dijelaskan dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi: 

1. Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika: 

a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-

undangan, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
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b) Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, 

kualitas, karakteristik, aal sumber, proses pembuatan barang 

dan/atau kegunaannya, dan 

c) Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman 

dan digunakan bagi varietas tanaman  yang sejenis, kecuali ada 

penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi 

Geografis yang sejenis. 

2. Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika: 

a) Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan 

kebenaranya, dan/atau 

b) Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi 

Geografis yang sudah terdaftar. 

 

Perlindungan Indikasi Geografis tidak ditentukan berapa lama waktu 

Indikasi Geografis tersebut dilindungi, namun Indikasi Geografis yang sudah 

terdaftar dapat di hapus jika tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 61 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang 

berbunyi: 

1. Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan 

karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi 

Geografis pada suatu barang. 

2. Indikasi Geografis dapat dihapus jika: 

a) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan/atau 

b) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 

(1) huruf a. 

 

 Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan melindungi produsen dan 

konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis, melindungi 

kelestarian alam, melindungi kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional 

masyarakat penghasil produk, memperkuat koordinasi lembaga masyarakat 

pengasil produk dan meningkatkan penghasilan dan menyejahterakan 

masyarakat pelaku usaha produk. Dengan adanya perlindungan Indikasi 

Geografis diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemasaran suatu barang 
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atau produk di daerah tersebut. Masyarakat yang berada di daerah tersebut bisa 

memanfaatkan Indikasi Geografis untuk pembangunan ekonomi berbasis 

komunitas dan kearifan lokal. 

Indikasi Geografis dapat menaikan nilai jual barang atau produk dan 

melindungi dari pemalsuan dan pemanfaatan oleh pihak yang mempunyai hak 

atas barang atau produk. Dengan adanya perlindungan Indikasi Geografis dapat 

menyejahterakan masyarakat suatu kawasan daerah. Selain itu Indikasi 

Geografis juga melindungi konsumen karena memberikan jaminan kualitas 

pada barang atau produk tersebut. Berikut manfaat perlindungan Indikasi 

Geografis: 

1. Menetapkan standar produksi dan memperjelas identifikasi produk. 

2. Melindungi dari kecurangan dan pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak 

dan melindungi konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis. 

3. Memberikan jaminan terhadap keaslian terhadap produk Indikasi Geografis. 

4. Memberikan pembinaan terhadap produsen dan memperkuat koordinasi 

dalam kelompok masyarakat untuk menciptakan dan memperkuat nama dan 

reputasi produk. 

5. Memberikan informasi yang valid terkait karakter khas dan unik pada 

produk. 

6. Reputasi wilayah penghasil produk akan naik selain itu juga melestarikan 

alam, pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati. 
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Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Kota 

Semarang mendaftarkan batik Semarang sebagai Indikasi Geografis, maka 

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Daru Adityas S.T. selaku 

Subkoordinator Perencanaan Dunia Usaha, Bappeda Kota Semarang, berikut 

pernyataan beliau: 

“Setau saya belum pernah ada rencana Pemerintah Kota Semarang 

mendaftarkan batik Semarang sebagai Indikasi Geografis. selama ini 

belum ada program kerja Pemerintah Kota Semarang tentang Indikasi 

Geografis. terkait batik Semarang sampai saat ini masih terdapat 

permasalahan yang belum dapat kami selesaikan, yaitu penetapan ciri 

khas batik Semarang. Jadi batik Semarang sampai saat ini ciri khasnya 

secara belum akui Pemerintah Kota Semarang secara sah”74. 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Pemerintah Kota Semarang saat 

ini belum mengupayakan mendaftarkan batik Semarang sebagai Indikasi 

Geografis. Selain itu batik Semarang memiliki permasalahan yang belum 

selesai yaitu ciri khas batik Semarang belum di akui dan ditetapkan secara 

hukum oleh Pemerintah Kota Semarang.  

Pemerintah Kota Semarang sudah pernah melakukan upaya untuk 

menyelesaikan masalah  tersebut namun belum membuahkan  hasil. Hal ini 

berdasarkan penjelasan Bapak Daru Adityas selaku Subkoordinator 

Perencanaan Dunia Usaha, Bappeda Kota Semarang, beliau mengatakan:  

“Kita pernah mengumpulkan para ahli budaya di Kota Semarang untuk 

mencari jatidiri batik Semarang karena ciri khas batik Semarang belum 

dapat diakui secara sah. Masih menjadi perdebatan para ahli terkait ciri 

khas batik Semarang. sampai saat ini belum ada hasil dari pertemuan 

tersebut. Kedepannya kita berencana akan mengumpulkan lagi para ahli 

budaya di Kota Semarang sampai ketemu hasil akhirnya setelah itu kita 

legalkan secara peraturan/perundangannya. Itu memang masih pekerjaan 

 
74 Ibid. 
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rumah untuk kami. Kita sudah tau jika Batik Semarang memiliki 

permasalahan yang belum selesai”75. 

 

Pemerintah Kota Semarang akan melakukan upaya lain jika rencana 

mempertemukan ahli-ahli budaya Kota Semarang kembali tidak berhasil 

membuahkan hasil, upaya lain yang akan dilakukan tersebut adalah menjadikan 

Warak Ngendog sebagai ciri khas batik Semarang. Hal tersebut berdasarkan 

hasil wawancara dengan Bapak Daru Adityas S.T. selaku Subkoordinator 

Perencanaan Dunia Usaha, Bappeda Kota Semarang, beliau mengatakan: 

“Rencananya kita nanti akan mematenkan Warak Ngendog. Kemudian di 

gunakan sebagai motif khas batik Semarang dan ditetapkan sebagai corak 

khas Batik Semarang, kita akan mematenkan terlebih dahulu bentuk 

Warak Ngendog yang valid dan rencananya ditetapkan sebagai motif 

khas Batik Semarang dan membentuk peraturannya. Jika nantinya resmi 

dijadikan sebagai corak khas Batik Semarang, kedepannya akan 

mendaftarkan Batik Semarang sebagai Indikasi Geografis, untuk 

mengarah kesana kita pasti lakukan namun tidak dalam jangka waktu 

dekat ini”76. 

 

Penulis ingin mengetahui pendapat Klaster Batik Semarang terkait 

rencana Pemerintah Kota Semarang menjadikan Warak Ngendog sebagai Motif 

khas Batik Semarang. Penulis kemudian melakukan wawancara dengan Klaster 

Batik Semarang yang diwakilkan oleh Ibu Siti Khalifah selaku Anggota Klaster 

Batik Semarang, beliau mengatakan: 

“Saya setuju jika Warak Ngendog ditetapkan sebagai corak khas Batik 

Semarang, saya sudah pernah mengusulkan di rapat Klaster Batik 

Semarang untuk menjadikan Warak Ngendog sebagai motif khas batik 

Semarang.  karena Warak Ngendog merupakan karya seni khas Kota 

Semarang yang menggambarkan hewan mitologi dan memiliki sejarah 

kebudyaan di Kota Semarang. Warak Ngendog menggambarkan 

akulturasi budaya dari keragaman etnis di Kota Semarang. Warak 

Ngendog memiliki daya tarik ekonomi dan wisata di Kota Semarang. 

 
75 Ibid. 
76 Daru Adityas, Subkoordinator Perencanaan Dunia Usaha Bappeda Kota Semarang, Loc.cit. 
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Nantinya perlu peran Pemerintah Kota Semarang untuk menetapkan 

Warak Ngendog sebagi motif khas batik Semarang secara hukum”77. 

 

Menurut beliau Warak Ngendog pilihan yang tepat dibandingkan icon 

yang lainnya seperti Tugu Muda, dll. Karena Warak Ngendog memiliki daya 

tarik ekonomi dan wisata, sedangkan icon yang lainnya hanya memuat daya 

tarik sejarah saja untuk daya tarik ekonominya kurang. Sering kali peminat 

atau pembeli Batik Semarang meminta menambahkan motif Warak Ngendog. 

Karena Warak Ngendog bentuknya menarik dan hanya dimiliki di Kota 

Semarang. 

Rencana Pemerintah Kota Semarang menjadikan Warak Ngendog 

sebagai ciri khas Batik Semarang sebenarnya didukung oleh pengrajin batik 

Semarang. Kemudian Penulis menanyakan kapan upaya tersebut dilakukan, 

Bapak Daru Adityas S.T selaku Subkoordinator Perencanaan Dunia Usaha, 

Bappeda Kota Semarang mengatakan: 

“Belum bisa memastikan kapan mulai di lakukan. Upaya tersebut masih 

sebatas rencana. Kapan mulai dilakukan belum tau kapannya”78. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa batik Semarang 

saat ini belum dapat dilakukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis 

karena batik Semarang masih terdapat kendala, yaitu ciri khas batik Semarang 

belum diakui dan ditetapkan secara hukum oleh Pemerintah Kota Semarang. 

Hal ini menjadikan batik Semarang belum dapat dilakukan permohonan 

pendaftaran Indikasi Geografis karena kebenaran informasi dan uraian batik 

Semarang tidak dapat di pertanggung jawabkan dalam Dokumen Deskripsi, 

 
77 Siti Khalifah, Anggota Klaster Batik Semarang, Loc.cit. 
78 Daru Adityas, Subbkoordinator Perencanaan Dunia Usaha Bappeda Kota Semarang, Loc.cit. 
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dimana dalam Dokumen Deskripsi harus di uraikan kualitas, reputasi dan 

karakteristik barang atau produk yang akan dimohonkan sebagai Indikasi 

Geografis. Tentu saat nanti dilakukan pemeriksaan substantif permohonan 

pendaftaran batik Semarang sebagai Indikasi Geografis tidak dapat di loloskan 

oleh Tim Ahli Indikasi Geografis karena tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Ayat (6) Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. 

Pemerintah Kota Semarang belum melakukan upaya untuk mendapatkan 

perlindungan Indikasi Geografis terhadap batik Semarang. Pemerintah Kota 

Semarang saat ini masih mengupayakan permasalahan terhadap batik 

Semarang dimana ciri khas batik Semarang belum diakui dan ditetapkan secara 

hukum. Pemerintah Kota Semarang sudah melakukan upaya untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut namun belum membuahkan hasil. Maka 

dari itu kemudian Pemerintah Kota Semarang berencana akan melakukan 

upaya lain yaitu menjadikan Warak Ngendog sebagai motif khas batik 

Semarang tetapi untuk melaksanakan upaya tersebut masih belum ada 

kejelasannya kapan hal itu dilakukan. 

Penulis kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Mahdya Isyah 

Putra Sihite, S.H. selaku Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil 

Kemenkumham Jateng, untuk mencari jawaban apakah batik Semarang dapat 

di daftarkan sebagai Indikasi Geografis atau tidak. Berikut pertanyaan beliau: 

“Saya belum bisa mengatakan batik Semarang bisa menjadi Indikasi 

Geografis atau tidak karena mencatatkan sebuah Indikasi Geografis akan 

melalui banyak tahap. Untuk mengetahuinya diajukan saja dahulu 

pendaftaran Indikasi Geografis nanti akan dilakukan pemeriksaan 
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substantif untuk membutikan dapat/tidak didaftaran Indikasi Geografis. 

Jadi batik Semarang mungkin saja berpotensi menjadi Indikasi Geografis 

yang penting informasi yang di muat dalam Dokumen Deskripsi dapat di 

buktikan kebenarannya saat pemeriksaan substantif”79.  

 

Bapak Mahdya Isyah Putra Sihite, S.H. selaku Subbidang Pelayanan 

Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jateng belum bisa memberikan 

jawaban yang pasti mengenai batik Semarang dapat menjadi Indikasi Geografis 

atau tidak karena Untuk membuktikan batik Semarang dapat menjadi Indikasi 

Geografis harus lolos tahap pemeriksaan substantif. Yang pertama dilakukan 

yaitu di daftakan dahulu, kemudian mengirimkan persyaratan, kemudian 

dilakukan pemeriksaan substantif, pengecekan ke lapangan. Jadi batik 

Semarang belum bisa dikatakan dapat menjadi Indikasi Geografis karna belum 

dilakukan pemeriksaan. 

Kemudian Bapak Mahdya Ihsya Putra Sihite, S.H. selaku Subbidang 

Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jateng memberitau 

aspek-aspek barang atau produk yang dapat menjadi Indikasi Geografis, 

berikut pernyataan beliau: 

”Batik Semarang harus bisa dibuktikan kekhasannya yang dimiliki jika 

ingin menjadi Indikasi Geografis, contohnya seperti Kain tenun NTT 

dapat menjadi Indikasi Geografis karena dilakukan penilitian oleh 

Pemerintah Daerahnya terciptanya kain tenun NTT. Mulai dari awal ulat 

yang menghasilkan benang, makanan ulatnya, suhunya, teknik 

penunannya dan motif tenunnya hanya dimiliki oleh kain tenun NTT. 

Contoh lainnya yaitu mebel ukir jepara, mebel ukir Jepara dapat 

dibuktikan kualitas, reputasi dan karakteristiknya bahwa hanya tangan-

tangan orang jepara yang mampu membuat ukir Jepara. Hanya tangan 

terampil perajin ukir Jepara yang mampu membuat mebel ukir Jepara”80. 

 

 
79Mahdya Isyah Putra Sihite, Subbidang Pelayanan Kekekayaan intelektulal Kanwil 

Kemenkumham Jateng, Loc.cit. 
80Mahdya Ihsya Putra Sihite, Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham 
Jateng, Loc.cit. 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa barang atau produk yang 

dapat menjadi Indikasi Geografis harus memiliki kualitas, reputasi dan 

karakteristik yang hanya dimiliki oleh barang atau produk tersebut. Batik 

Semarang agar menjadi Indikasi Geografis harus dapat dibuktikan kualitas, 

reputasi dan karakteristik batik Semarang tidak sama dengan batik lainnya dan 

harus dapat buktikan perbedaan dan ciri khas batik Semarang dengan batik 

lainnya. 

Menurut Penulis batik Semarang saat ini tidak memenuhi unsur-unsur 

yang ada di Dokumen Deskripsi yang diatur dalam Pasal 3 Pemenkumham 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis karena ciri khas batik 

Semarang belum di sahkan dan ditetapkan secara hukum oleh Pemerintah Kota 

Semarang. Maka informasi terkait karakteristik batik Semarang tidak dapat di 

pertanggung jawabkan.  

Batik Semarang berpotensi mendapatkan perlindungan Indikasi karena 

termasuk obyek yang dapat dilindungi Indikasi Geografis sebagaimana di atur 

dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis. Perlindungan Indikasi Geografis terhadap batik Semarang 

melindungi konsumen dan menyejahterakan bagi pengrajin batik Semarang. 

Dengan adanya perlindungan Indikasi Geogarfis, batik Semarang terlindungi 

dari pemalsuan produk khas wilayah. Eksistensi batik Semarang akan terangkat 

karena kualitas dan reputasinya terjamin, tentu ini akan meningkatkan 

pemasaran dan produksi batik Semarang. Meningkatkanya produksi batik 
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Semarang tentu akan meningkatkan ekonomi pengrajin batik Semarang, pada 

akhirnya menyejahterakan pengrajin batik Semarang. 

 

  


